'(j’ W
WALTKO
P, "-5_"4; 1 Y ¢ : :-.f i
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NORIOR 4*213/Ke<p 74 < Disdiki2003
LAMWR*AN &
TENTANG -
PERUBAHAN STATUS SE
TASIKMALAYA N
WK OTA TA SHEMALAYA
Menimbahg- . a. bahwa dalém rangka .meningkatkan . kualitas  Pendidikan

rrelalui . ;en;a«ng oendldukan “sekolah menengak . dan
h‘mnga:’xhs;pasI minat para siswa untuk mengikuti. kegxataﬁ
oeiajar mengajar di Kota TaS|kmalaya , maka salah satu

dya  Pemerfiitah ~ adalah gengan melekukan perubahan
'ungﬂkﬁfﬁn ‘Stats sekkeﬂbh 75

ahwa -animo masyarakat untuk memilih Sekolah Neg-eri
sebagai alternatif pilihan masih  sangat tinggi dan
berdasarkan data kebutuhan ruang, kelas/ daya tampung
S Negen sampai -sat Ini masih. kurang sehingga
tambahan  keberadaah SMU Negeru di Kota Tasnk'nalaya
masih di perlukan ;

¢. ‘bahwa .SMU Korpri Tasikmalaya yang berada di bawah

, pembinaah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dipandang

- memenuhi syarat. untuk dirubah statusnya menjad . SMU
Negeri di Kota Tasikmalaya ;

c. bahwa berdasarkan pemmbangan pada hurup a, b, ¢

diatas, pehgaturan ~ “dan penetapannya periu chtuangkan
dalam Keputusan Walikota.

Mengingat © 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
P'endidi-kan Nasional

i sddndangrundang, - Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ;

' rgndangaundang Nomor 25  Tahun - 1999 - tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusst. dan
Daerah :

[

Co

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya :



Memperhatikan

Meretapan

PERTAMA

KEDUA

v

Peratetgn’ Pemerintan  Nomior -~ 28ieiahign - 1990 t:emam-g
Pendidikan. flensngah sebagaimaria:teléfi-divbah dengan
Peraturan Pemerintah: Nomor 56 Tahun 1998 «

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 teritang Tenaga
. Kependidikah sebegaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemétintati %m&#a% : -ahua'zeae

E 3 @maesz tentang temang
Peran Serta Mﬁsyaraﬁ@a’t datam Pendidikan Nasicnal

8. ' Peraturgh: Peferintan Nomior - 25 - TFahuh 2000 tentang
Kewenmangan Pemerintah dan Kewenangan Prodinsi sebegai
Daerah Otonom ;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
061/U/1993 tentang Kurikeiurmy Sekolafienengah Umum ;

10. Keputusan Menteri: Pendidikdn Nasioaal Nemor 053/U72001
tenmamg Pedcrnarf;' ‘Petayanan Minimal

) - f?icid;?cﬁkavn Dasar
dan’ Meaen%ah

11 Kepistusan Menteri Pend»drkan w 0607U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah ;

12. Keputusan Menteri DalamNegeri Nemor 434.32-445 Tahun
2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatah Walikota Tasikmataya Propinsi Jawa Barat ;

13 Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001
tentahg Pembentukan Organisasi ‘Perangkat Dasrah Kota
Tasikmalaya.

1. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
' Nomor 421 / 0784 - Disdik / Persek tanggal 27 Mei 2003
 Perihal Permohonan Pensgerian SMU KORPRI Kota

“Tasikmalaya ;

2. Surat Badan Pengurus Yayasan Korpri Kabupaten
Tasikmalaya - Nomor -04/BPYKVII2001 :entang Usulan
Penegerian SMU Korpri Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

. Merubah Status Sekolah Menengah Umum (SMU) Korpri

Tasikmalaya menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri
9 (sembilan) Kota Tasikmalaya.

Dengan adanya perubahan status tersebut, maka tanggung
awab pengelolaan yang semula berada di bawah Badan
Fengurus Yayasan Korpri Tasikmalaya beralih menjadi
tanggungjawab  Pemerintah Kota Tasikmalaya dan di bawah
pemeoingan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.




KETIGA . Segala biay

KEEMPAT

KELIMA

perubahan st

mehyangkut teknis pelaksanhan diatur
© KeputasanKepats Dinas

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Dirjen Pendidikan Dasar dan- Menengah Departemen Pendidikan Nasional di

Jakarta | :

Gubernur Jawa Barat di Banduhg ;

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jav= Barat di Baridung
Bupati Tasikmalaya di Tasikmaleya ;

Ketua DPRD Kota Tasikimalaya.

Pera Kepala Dinas, Banan, Karifor se Kota Tasikmalaya .
Ketua Korpri Kabuipaten Tashk-maia;ya ¢

1. Ketua Korpri Kota Tasikmalaya ;
. Ketua Badan Pengurus Yayasar Korpri Kabupaten Tasikmaiayan;

10 Kepala SMU Korpri Kota Tasikmalaya.

ditinbulkan sebagai - akibat dari adanya
et torsebut  dibebankan < kepada Anggaran
Pendapatan daf Belanja Daerah Kota Tasikmalaya ; .

. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusen ini akan
diatur ‘lebin Yarfjut’ delam Keputusan térsendiri kecuali. yang

PretiditikanKota Tasikmataya:

" Ditetapkan djf | : Tasikmalayz
LB dun i 209%




